
BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 14 TAHUN 2OL9

TENTANG

PET..IYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk Kabupaten Natuna memiliki

kondisi geologis, geografrs, hidrologis, demografis,

sosiogralis yang berpotensi rawan bencana, baik

bencana alam, bencana nonalam, maupun

bencana sosial yang berpotensi menimbulkan

korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian

dalam bentuk lain yang tidak ternilai;

bahwa untuk mengurangi risiko bencana

dan mengembalikan kondisi pascabencana

yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat

diperlukan upaya penyelenggaraan

penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan

semua potensi yang ada di Kabupaten Natuna,

sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan

penanggulangan bencana baik pada maia
prabencana, tanggap

pascabencana.

b.

darurat, maupun
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c.

d.

bahwa untuk ruernberikan landasarl clan kepastian

hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan

berrcai:.a di Daerah, cliperlukan suatu pengaturarr

melalui Peraturan Daerah;

bahwa berdasar'kan pertirnbangarl sebagaimana

dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,

perlu rrrenetapkan Peraturan Daerah tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Daerah;

Pasai i8 ayat (6) Undang-Undang Dasar i.legara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Ur-rdang Nornor 53 Tahun l99g tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokarr Hulu, Kabupatetr Rokan Hilir, Kabupaten

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupateir Kuaiitan Singingi dan Kota Batani
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg
Nornor 18i, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
lreberapakali terakhir dengan Unclang-Undang

Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun l99g
tentang Pembentukan Kabupaten pelalawan,

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabrrpaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi clan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahrun 2AA8 Nomor lAZ, Taml_rahan Lernbaran
Negara Fepublik Indonesia Nomor a8g0);

Undang-Undarrg l.{ornor 28 Tahun 2OO2 tcntang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Irrdonesia Tahun 2OA2 Norrror 13a);

Menginga'r aI.

z,

J.
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4.

5.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OA7 tentarrg

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republil'. Indonesia Tahun 2OOT Nomor 66);

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakkhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2}rc
tentang Penrbahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia

Tahun 2Ol5 Nomor 28, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Ged-rrng

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83);

Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OO8

tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOB Nomor 42);

Peraturan Pemerintah lilomor 22 Tahun 2OO8

tentarrg PenCanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200g
tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan
Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a830);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 27 Tahun 2OOT tentang pedoman

6.

7.

8.

9.

I0.



DEWAN PERWAKII"AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalanr

Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0t
Tahun 20 18 tentang Standar Teknis
Pelayanan Da.szu' Pada Standar Pelayaman

Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah
Kabupaten /Kota;

Dengan Persetujuan Bersarna

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

PER{TUP.AN DAERAH TENTANG PE}ryELENGGARAAN
PENANGGULAIqGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

Daera.h lainnya sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Natuna.

Perangkat Daer:ah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr clalam

penyelenggaraan Llrusan pemerintahan yang

menjadi kewenamgan Daerah.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa
yang mengancam dan mengganggu kehiclupan dan
penghidupan masyg,rakat yang disebabkan baik
oleh faktor alarn dan/atau faktor nonalam maupun

Menetapkan

3.

4.

5.
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6.

faktor manusia sehingga rnengakibatkan

timbuln5,a korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian Ytarta benda, dan clainpak

psikologis.

Bencana alarn adalah bencana yarlg diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleir alam antara lain berupa genrlra

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
keker-ingati, airgirr topan dan 'uanah longsor-,

kebakaran hutan dan lahan.

Bencana Nonalam adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa non alarrr yarlg antara lain berupa gagai

teknologi, gagal moderrrisasi, epidemi, dan wabah
penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan
oleh peristiwa atau serangkaiarr peristiwa y?ng
diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial arrtar kelompok atau antai'
komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraarl penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan

kebijakan pembangunan yang berisiko tirnbulnya
Bencana, Kegiatan pencegahan bencar,a, Tanggap

darurat, Reha'oilita.si.

Kegiatan pencegahan bencana adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai

upaya untuk menghilangkan dan/atau
merlgurangi aitcaman Bencana.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan urrtuk rnengantisipasi Bencana melalui
pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat
guna derrr berdaya guna.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan
yang clilakukan untuk rnengurangi atau

t.

8.

9.

10.

11.

t2.
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mengirilarrgkan Risiko bencana, baik melalui
pengurangan ancan:an bencana maupun
kerentar-ran piirak yarrg terancarrr bencana.

13. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
nrengembaiikarr kondisi rtrasyarakat dan

lingkungan hidup yang terkena bencana dengan

mernfungsikan kernbali kelembagaan, prasararla

dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
14. Pengurangan risiko beitcana adalah kegiatan

untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi bencana.

i5. Koirtinjeirsi atiaiah perly-Lrsurlan r-errcarra

berdasarkan identifikasi keadaanlsituasi yang
ciiperkirakan akarr segera terjadi, tetapi mungkiii
juga tidak akan terjadi.

16. Prabencana arlalah situasi dirrrarra tidak terjacli

bencana.

17. Rerrcana peilarlggLliangan bencana adaiaii
dokumen perencanaan yang berisi kebijakan
strategi, prograrn dan pilihan tindakan clalarrr

penyelenggaraan penanggulangan bencana dari
tahap pratanggap darurat dan Pascabencana.

18. Rencana aksi daerah adalah dokumen
pererlcarraan pengurarigan risiko berrcarra yarlg
berisi landasan prioritas, strategi yang disusun
oleh seluruh perrrangku kepentingan yang disusun
secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh
seluruh pemangku kepentingan yarlg clisusun
secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh
seluruli pernangku kepentingan untuk
mengurangi risiko bencana dalam rangka
membangun kesiapsiagaan darr ketangguhan
masyarakat dalam menghadapi bencana.
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i9. Status potensi benca.na adalah suatu keadaarr

yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menilai
potensi bencana yarrg akan terjadi pada jangka

waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang

diberi tugrrs untuk rrlerlarlggulangi bencana.

20. Daerah rawan bencana adalah daerah yang

memiliki kondisi atau karakteristik geologis,

biologis, hidrologis, kliinatologis, geografis, sosial,

budaya, poiitik, ekunomi, dan teknologi pada suaiu

wilayah untuk jangka waktu tertentu yang

rnerrgurangi kerrrarnpuan merrcegah, rrrer-edarrr,

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan

untuk meilailggapi danipak buruk bahaya terte'uu.

21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah

dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa

keniatia.n, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya
rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan

ttarta, dan garrgBnan kegiatan masyarakat.

22. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk
rnengurangi risiko bencana, baik rnclalui
pembangunar, fisik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancarnan

bencana.

23. Tanggap darurat trencana adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat

kejadian bencana untult rnenangani clantpak

buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan darr evakuasi korban, harta bencia,

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan,
pengurusarl pengungsi, penyelarnatan, ser.ta

pemulihan prasarana dan sarana.

24. Pascabencana adalah situasi setelah Tangghp

darurat bencana.



25. Rehabilitasi aclalah perbaikan " dan pemuliharr

semua aspek pelayanan publik atau masyarakat

sarnpai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk
normalisasi atau berjalannya secara wajar semua

aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat

pada rvilayah pascabencana.

26. Rekonstruksi adalah pembangunan kernbali

semua sarana dan prasarana, kelemhagaan pada

wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemenntahran maupun masyarakat dengan

sasa.ran utama tumbuh dan berkembangnya

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,

tegaknya hukum dan ketertiban, dan kehidupan

bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

27. Korban bencana yang selanjutnya disebut
Korban adalah orang atau sekelompok orang

yang menderita atau meninggal dunia akipat
bencana.

28. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak
terkena bencana secara langsung orang yaitu
mereka yang bertalian darah dengan derajat satu

atau yang bergantung hidup dari korban bencana.

29. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang
yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat

tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.

30. Penyintas adalah korban yang selamat clan

mampu bangkit kembali.

31. Kerugian adaiah berkurang atau hilangnya
manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

32. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana

adalah alat yang dipallai untuk mempermudah
pekerjaarl, pencapaian rnaksud dan tujuan, serta

upaya yang digunallan untuk mencegah,
mengatasi, dan menangguiangi bencana.
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33. Kenruclahan akses adalah penyederhanaan proses

atas upaya penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi

pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana'

kerusakan, dau penyediaan sumber daya'

penyelamatarr darr evakuasi masyarakat terkeua

bencana, pemenuhan kebutuhan Casar'

perlindungan terhadap kelompok rentan, dan

pemulihan dengan segera sarana dan prasarana

fasilitas umum.
g4. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yatlg

dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan

usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yallg

didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundaag-undangan yang menjalankan jenis

usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan

berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

35. Organisasi kemasyarakatan adalah crganisasi

yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga

Negara Republik Indonesia secara sukarela atas

dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama,

dan kepel:cayaan terhadap T\rhan Yang Maha Esa,

untuk berperanserta dalam pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional dalam

wadah Nega.ra Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan Pancasila.

36. Lembaga Internasional adalah organisasi yang

berada dalam lingkup struktur organisasi

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang

menjalankan tugas mcwakili Perserikatan Bangsa-

Bangsa atau organisasi rnternasional lainnya dan

lembaga asing nonpemerintah dari negara , lain

di luar PerserikatanBangsa-Bangsa.
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BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemerintah Daerah menjaoi penanggung jawab dalam

Penyelenggaraarr penanggulangan bencana.

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan

PengSnrgsi yang terkena bencana sesuai dengan

standar pelayanan minimum;
perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
pengurangan risiko bencana dan pemanduan

pengurangan risiko bencana dengan program
pembangunan;

d. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang memadai;

e. pengalokasian anggaranpenanggulangan bencana

dalam berrtuk anggaran siap pakai yang harus
selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat

tanggap darurat;

Pasal 4

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana rneliputi:

a. penetapan kebdakan penanggulangan bencana
selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;

b. pembuatan perencanaan pembangunan Daerah

harus memasukkan unsur-unsur kebijakan
penanggu langan bencana;

c. penetapan status dan tingkatan atau kategori
Bencana di Daeralr, seperti berat, sedang dan
ringan;

b.

C.
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pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam

penanggulangan bencana derrgan provinsi

dan/ atau kabupaten/ kota lain;

mengatur dan mengann'asi penggunaan teknologi

yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau

bahaya bencana pada wilayahnya;

mengerahkan seiuruh potensi dan sumber daya

yang ada untuk rnendukung Penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

perumusan kebijakan pencegahan, penguasaan

dan pengurasan sumber daya alam yang

melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;

men)rusun perencanaan, pedoman dan prosedur

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan
yang rnenjamin adanya perlindungan terhadap

niai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kemandirian
masyarakat; dan

meiakukan pengendalian atas pengumpulan dan
penyaluran bantuan berupa uang dan/atau
barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk
penanggulangan bencana termasuk pemberian ijin
pengumpulan sumbangan;

Pasal 5

Dalam hal Pernerintah Daerah belum dapat
melaksanakan wewenangnya sebagaimana climaksud
dalam Pasal 4, Femerintah Daerah dapat meminta
bantuan dan atau dukungan kepada pemerintah

Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Jb'

h.

.t.



Pasal 6

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh

Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh i)erangkat

Daerah terkait.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Ha.k Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak:

a. n:endapatkan perlindungan sosial dan rasa

aman, khususnya bagr kelompok masyarakat

rentan;

b. mendapatkan irendidikan, pelatihan, {an
keterampilan dalam Penyelenggaraan

penanggulangan bencana;

c. mendapatkan informasi secara tertulis
dan/atau lisan tentang kebijakan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana;

d. berperaa serta datam perencanaan,

pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuan pelayanan kesehatan

termasuk dukungan psikososial;

e. berpartisipasi

kerrutusan

pengambilan

hegiatan

bencana,

diri, dan

dalam

terhadap

Penyelenggaraan penanggulangan

khususnya yang berkaitan dengan

f.

komunitasnva; dan

melakukan pengawasan sesuai dengan

mekanisme yang diatur atas pelaksanain
penanggulangal bencana.
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Setiap orang yang terkena Bencana berhak

mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan

dasar.

Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2l', masyarakat mendapatkan

perlindungan dan jaminan hak atas:

a. pernyataan persetujuan atau penolakan

terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;

b. agama dan keperca\raan'

c. budaya;

d. lingkungan yang sehat;

e. ekonomi;

f. politik;

g. pendidikan;

h. pekerjaan;

i. kesehatan reproduksi; dan
j. seksr:aI.

Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi

dan/atau bantuan karena merelakan

kepemilikannya dikorbanka^r dalam

Penyelenggar aan penanggulangan bencana.

fS) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi

dan hantuan karena terkena Bencana yang

disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan

teknologi.

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan

bencana sebagaimana dimaksud dalam ifasal 7 ayat (1)

huruf b, diberika.n kepada masyarakat untuk
rnembangun Kesiapsiagaan, keterampilan dan

kemandirian dalam menghadapi Bencana.

(41



Pasal 9

Informasi sebagaimana dimaksud

11) huruf c sekr-rrang-kurangnya

tentang:

a. kebijakan Penyelenggaraan

bencana;

data kebencanaan;

risiko bencana;

prediksi bencana; dan

informasi tentang

kebencanaan.

status dan kategori

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 1O

(U Kelompok r:aasyarakat rentan mendapd,t

perlakuan khusus dalam penanggulangan bencada

yang meliputi:

a. penyandang disabilitas

b. orang lanjut usia;

c. hayi, balita dan anak-anak;

d. perempuan hamil dan menyusui; dan

e. orang sakit.

(2) Perlakuarr khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

a. aksesibilitas;

b. prioritas pelayanan; dan

c. fasilitas pelayanan.

Pasal 11

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan,
dalam tahap Tanggap darurat bencana diperhatikan
kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
a. perempuan; dan , '

dalam Pasal 7 ayat

memuat informasi

penanggulangan

b.

c.

d.

e.

'B+
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b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga

Kewajiban Masyarakat

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban :

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang

harmonis,. memelihara keseimbangan, keserasian,

keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup;

b. berperan aktif dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana; dan

c. memtrerikan informasi yang benar kepada publik
tentang penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Peran Masyarakat

Pasal 13

(1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
berperan dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengawa$an dalam Penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai ketertibatan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Untuk mendoroug partisipasi dan kemandirian
masyarakat, dilakukan kegiatan yang

menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif
serta kapasitas masyarakat daleim

penanggulangan bencana.
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(21 Kegiatan sebagaimana dinraksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikarr kearifan lokal

masyarakat setempat.

BAB I\/
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 15

t1) Untuk melakukan upaya Pengurangan risiko

bencana dibentuk Rencana aksi daerah yang

disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam

suatu forum dengan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pemerintah Daerah;

b. nonpemerintah Daerah; tL
c. media massa;

d. masyarakat;

e. masyarakat; dan

f. dunia usaha.

(21 Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif
Pengurangan risiko bencana yang ada di

masyarakat.

Pasal 16

Peranan forum Pengurangan risiko bencana antara
la,in:

a" penJrusunan Rencana aksi daerah Pengurangan

risiko bencana dengan berkoordinasi kepada

Bidang Penanggulangan Bencana atau Badan

Pent nggulangan Bencana Daerah;

b. melakukan pengarusutamaan Pengurangan

risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan

menuju komunitas yang peka, tanggap dan

tangguh terhadap bencana;
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L.

d.

melakukan karnpanye kesadaran, Kesiapsiagaail

dan kemandirian kepaCa masyarakat dalam

menghadapi Risiko bencana; dan

berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

Pasal 17

(1) Untuk mendekatkan upaya Pengurangan risiko
bencana kepada ma.syarakat, forurn sebagairnana

dimaksud dalam Pasal i6 dapat dibentuk di
masyarakat clan komunitas.

(21 Dalam ha.l tidak oibentuk forum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi

Pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui

forum yang telah ada dalam masyarakat yarlg

bersangkutan.

(3) Forum rrntuk Pengurangan risiko bencana

maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk aras

dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat

setempat.

Pasal 18

{1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk
Pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah

atau Perangkat Daerah yang membidangi

Penanggulangan Bencana dapat memfasilitasi

terbentukrrya forum dalam masyarakat.

Bagian Kesatu

l,lunia Usaha

Pasal 19

(U Dr-rnia usaha mendapatkan kesempatan dalam
Penyelenggaraan penanggulangan bencana, bail<
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secara terselrdiri maupun secara bersama dengan

pihak lain.

{21 Dalam menyelenggarakan penanggulangan

bencana, Lembaga usaha berkewajiban untuk :

a. melaksanakan tanggung iawab sosial dan

lingkungan dalam rangka Penyelenggaraan

penanggulangan bencana di Daerah.

b. menyesuaikan kegiatannya dengan

kebijakan Penyelenggaraan penanggulangan

bencana dan memperhatikan nilai-nilai
kearifan lokal masyarakat setempat;

c. metaporkan kepada pemerintah dan/atau
badan yang diberi tugas melakukan
penanggulangan bencana serta

secaramenginformasikannya kepada publik
transparan; clan

d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam

melaksanakan fungsi ekonominya.

(3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan

bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan

llepentingan usahany a.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan

Pasal 2O

Satuan pendidikan berperan serta
menyelenggarakan pcnanggulangan bgncana

sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-
masing satuan pendidikan.

Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai
budaya, menumbuhkan semangat solidaritas
sosial, kedermawanan. dan kearifan lokal.

(1)

(21
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Satuan pendiclikan wajib menginisiasi secara

integrasi Pengurangan risiko bencana ke dalam

kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang

dikoordinasikan dengan dinas terkait.

Perguruan tinggr berperan serta dalam

penanggulangan bencana sesuai dengan Tri
Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 21

Organisasi kemasyarakatan berperan serta

menyelenggarakan petranggulangan bencana

sesuai dengan kemampuan dan potensi yang

dimiliki.

Penyeleng€araan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial

serta praktik-praktik nonproletisi.

Organisasi kemasyarakatan berperan serta

melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan

terhadap Penyelenggaraarl penanggulangan

bencana.

Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi
dengan Perangkat Daerah yang membidangi

Penanggulangan Bencana.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 22

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh

lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai

dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

(4)

(1)

(2t

{3)

(4)
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Pen5relenggaraan Penanggulangan Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus
mengutamakan kerukunar. dan solidaritas sosial

serta praktik-praktik nonproletisi.

Lembaga swadaya masyarakat berperan serta

melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan

terhadap Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana.

Lembaga swadaya masyarakat melakukan

koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat

Daerah yang menrbidangi Penanggulangan

Bencana.

tsagian Kelima

Media Massa

Media massa berperan dalam menginformasikan

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana cti

Daerah.

Peran sebagairnana dimaksud pada ayat (1) antara

Iain:

a. menginformasikan kebijakan pemerintah

yang terkait dengan kebencanaan;

b. menvebarluaskan informasi peringatan dini
kepada masyarakai; dan

c. menyebarluaskan informasi mengenai

keberrcanaan dan upaya penanggulangannya

sebagai bagian dari pendidikan untuk
penyadaran masyarakat.

Penyampaian informasi bencana oleh media massa

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

PerunCang-undangan.

(3)

(.41

(1)

tzt

(3)
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Bagietn Keenam

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing

Nonpemerintah

Pasal,24

(1) Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga

asing nonpemerintah dalam penanggulangan

bencana bertujuan untuk mendukung penguatan

upaya penanggulangan bencana, pengurangan

ancaman dan Risiko bencana, pengurangan
penderitaan Korban bencana, serta mempercepat

pemulihan kehidupan rnasyarakat.
(21 Peran serta sebagaimana dimaksud pa.da ayat (I)

dilakukan pada tahap prabencana dan
pascabencana.

(3) Tata cara LemL,aga Internasional atau le,nbaga

asing nonpemerintah yang akan berperan serta

dalam penanggulangan bencana dilaksanakan
sesuai dengan Perahrran Perundang-undangan.

(4) Pada saat tanggap darurat, Lembaga Internasional
atau lembaga asing nonpemerintah dapat
memberikan bantuan secara langsung.

(5) Pemberian bantuan oleh Lembaga Internasional
atau lembaga asing nonpemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menyampaikan daftar jumlah personil, logistik,
peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang
berwenang sesuai dengan peraturan perupd.ang-

undangan.
(61 Pengawasan Lembaga Internasional atau lembaga

asing nonpemerintah dalam kegiatan
penanggulangan bencana pada tahap prabencana,

Tanggap ciarurat dan pascabencana dilaksanakan
sesua i dengan peraturan perundang-undangan.
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PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,

Pemerintah dapat melakukan penetapan dan

penentuan keadaan kebencanaan yang terdiri atas:

a. penetapan Daerah rawan bencana;

b. penentuan Status potensi bencana; dan

b. penentuan Status bencana.

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 26

Penanggulangan Bencana

meliputi:
terdiri

c.

Penyelenggaraan

atas 3 (tiga) tahap

a, prabencana;

b. saat tanggap darurat; dan

pascabencana.

Bagian Kedua

Penetapan Daerah Rawan Bencana

Pasal 27

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Blncana,
Pemerintah Daerah dapat menetapkan Daerah

rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 hurufa.
Dalam hal Daerah rawan bencana ditetapkan,
Pemerintah Daeratr berwenang :

(1)

(2t
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a. menetapkan daerah terlarang untuk
permukiman; dan

b. mencabut atau rnengurangi sebagian atau

seluruh hak kepemilikan setiap orang atas

suatu benda dengan mengedepankan aspek

keselamatan dan kemanusiaan.

Penetapan Daerah rawan bencana sebagaimana

dimakstrd pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 28

Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut
atau dikrrrangi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti

untung yarrg layak atas dasar musyawarah

mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan

umum dan kemanusiaan.

Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi
permukimar., penentuan tempat tujuan relokasi
harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para

pihak dengan memperhatikan kemampuan
Keuangan Daerah.

Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial
masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga

Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 29

Penentuan Status potensi bencana di Daerah
sebagarmana dimaksud dalam pasal 25 hrrrlf b
dilakukan oleh Bupati.

(3)

(l)
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Dalam menentukan Status potensi bencana

sebagairnana tlimaksud pada ayat (1), Perangkat

Daerah yang membidangi Penanggulangan

Bencana memberikan laporan kondisi bencana

kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 30

Penetapan Stettus potensi bencana didasarkan

atas penilaian suatu keadaan bencana pada sua.tu

wilayah sebagai dasar untuk menentukan

kebijakan dan strategi penanggulangan bencana,

serta penanggungjawab pada tingkat Daerah

berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi

Bencana.

Status potensi bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) didasarkan pada_ pemantauan yang

akurat oleh pihak yang berwenang.

Status potensi bencana dibedakan men;adi:

a. awas:

b. siaga; dan

c. waspada.

Bagian Keempat

Penentuan Statrrs Bencana dan Kategori Bencana

Pasal 31

Penentuan staLus bencana dan kategori bencana

di Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25
huruf c, dilakukan oleh Bupati.
Dalam menentukan status bencana dan kategori

bencana a, Perangkat Daerah yang membidangi
Penanggulangan Bencana memberikan laporan
kondisi bencana kepada Bupati untrik
kemud.ian ditetapkan.

(21

t1)

l2l

(3)

(1)

(21
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Pasal 32

(1) Penetapan status bencana dan kategori bencana

dilakukan dengan memperhatikan dampak dari
srratu bencana.

(21 Penilaian dampak bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi Penanggulangan

Bencana

Penilaian dampak bencana dilakukan dengan

mengacu pada pedoman penentuan status
bencana daerah dan kategori bencana.

Pedoman penentuan status bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) memuat indikator
yang meliputi:

a. jumlah korban;

b. kerugian harta benCa;

c. kerusakan sarana dan prasarana;

d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan;
dan

f. dampak pada tata pemerintahan.

Penentuan kategori bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) seperti:

a. bencana berat (korrdisi rumah rusak > Zoo/ol;

b. bencana sedang (kondisi rumah rusak go%o -

7Oo/o);dan

c. bencana ringan (kondisi rumah rusak < 3oyo.

Pedoman penentuau status bencana dan
penentuan kategori bencana daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) diatur dengan
Peraturan Bupati.

(3)

(4)

(5)

rcl



Bagian Kelima

Prabencana

Pasal 33

Tahapan Frabencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai

berikut:

a. situasi tidak tedadi bencana; dan

b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 34

(1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

dalam situasi tidak tedadi bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
a. Rencanapenanggulanganbencanal

b. perrguraogan risiko bencana;

pencegahan bencana;

pemaduan dalam perencanaan pembangunan;

e. persyaratan analisis Risiko bencana;

f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata
ruailg;

g. persyaratan standar teknis penanggulangan

bencana; dan

h. pendi,Cikan dan pelatihan.

(21 Untuk mendukung Penyelengg^ra".t

penanggulangan bencana dalam situasi tidak
terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui penelitian dan
pengembangan di bidang kebencanaan.

c.

d.
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Pasal 35

t1) Pen5rusunan Rencana penanggulemgan bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf a, dikoordinasilian oleh Perangkat Daerah

yang membidangi Penanggulangan Bencana dan

diatur dalam Peraturan Bupati untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun.

(21 Perencanaan penanggulangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

bagian dari perencanaan pembangunan yang

disusun berdasarkan hasil analisis Risiko

bencana.

Upaya penanggular:gan bencana yang dijabarkan

dalarn program kegiatan penanggulangan bencana

dan lincian arrggarannya yang meliputi:
a. pengenalan dan pengkajian ancaman

bencana;

b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;

c. analisis kemungkinan dampak benuana;

d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;

e. penentuan mekanisme kesiapan dan

penanggulangan dampak bencana; dan
i. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya

yang tersedia.

Rencana penanggulangan bencana ditinjau
secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau
sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 36

Pengurangau risiko bencana sebagaimana

dimaksud dalarr, Pasal g4 ayat (1) huruf b,

merupakan Kegiatan pencegahan bencana untuk
mengurangi ancaman dan kerentanan serta
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam
menghadapi Bencana.

(3)

(41

(1)
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(21 Upaya Pengurangan risiko bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
pen5rusunan Rencana aksi daerah Pengurangan

risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi

kegiatan sebagai berikut:

a. pengenalan dan pemantauan Risiko bencana;

b. perencanaan partisipatif penanggularrgan

bencana;

c. pengembangan budaya sadar bencana;

d. peningkatan komitmen terhadap
pelaku penanggulangan bencana; Can

e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan

pengaturan penanggulangan bencana.

(3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 disusun sccara menyeluruh dan

terpadu dalam suatu forum untuk Pengurangan

risiko bencana yang dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi

Penanggulangan Bencana.

(4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala perangkat

Daerah terkait yang m.embidangi Penanggulangan

Bencana setelah dikoordinasikan dengan

instansi/lembaga yang bertanggung jawab di
Bidang Pel'encanaan Pembangunan Daerah sesuai

dengan ketentuan Peraturan perundang-

undangan.

(5) Dalam penJrusunan Rericana aksi daerah

memperhatikan adat dan kearifan lokal
masyarakat.

(6) Rencana aksi daerah Pengurangan risiko bencana

ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan
dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.
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Pasal 37

$elain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

36 ayat (21 juga dilaksanakan pengarusutamaan

Pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

a. pendidikan;

b budaya; dan

c. pariwisata.

Pasal 38

Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk
mengurangi atau menghilangkan Risiko bencana

dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

Pencegahan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. identifikasi dan pengenalan terhadap

sumber bahaya atau altcaman bencana;

b. pemantauan terhadap:

1. penguasaan, dan pengelolaan sumber

Caya alam; dan

2. penggunaanteknologi.

c. pengawasan terharlap pelaksanaan tata ruang
dan pengelolaan lingkungan. hidup; dan

d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
(3) Kegiatan pencegahan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab

Pemeriirtah Daerah, masyarakat, dan para pihak
pemangku kepentingan.

Pasal 39

I'emaduan penanggulangan bencana dalam
perencana.arr pem.bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 aya-t (1) huruf d, dilakukan pemerintah

Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan

(1)

tzl

sinkronisasi yang 'melibatkan unsur-unsur
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penanggulangan bencana

pembangunan daerah.

ke dalam rencana

Fasal 4O

Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana umum sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) huruf e, adalah dalam rangka

mencegah, mengatasi, dan menanggulangi

bencana p,a.da situasi tidak terjadi bencana.

Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diadakan sampai pada tingkat masya:akat atau
komunitas sesuai dengan kemampuan masing-
masing.

Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan
prasarana pada situasi tidak terjadi bencana

diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

Persyaratan analisis Risiko bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal g4 ayat (1) huruf f,
ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat
risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang
dapat menimbulkan bencana yang digunakan
sebagai dasar dalam pen5rusunan analisis
mengenai danrpak lingkungan, penataan ruang
serta pengambilan tindakan pencegahan bencana

dan Mitigasi bencana.

Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang
membidangi Penanggulangan Bencana secara

terkoordinasi dengan instansi lain atas dasar:
a. prolil kebencanaan;

b. kerentanan wilayah; dan

(1)

(21

(3)

(l)

(2t
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kapasitas untuk
ancaman.

dengan ketentuan Peraturan

undangan.

(3) Dalam rangka meningkatkan

rnengatasi kerentanan.

Perundang-

kesadaran

Pasal -{2

(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana taca rua.ng

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf g, dilakukan untuk mengendalikan
pemanfaatan ttang sesuai rencana tata ruang
wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang

berkaitan dengan penataan ruang, standar

keselamatan, dan penorapan sanksi terhadap
pelanggarnya.

(21 Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai

masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai

rencana tata ruarrg wilayah dan standar
keselamatan, pemerintah daerah

menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan
pelatihan.

Pasal 43

(1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan
pendirian bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf h, dilakukan untuk
menjaga kualitas bangunan yang menjamin
keandalan teknis bangunan gedung dari segi

keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
(2) Pengaturan tentang pendirian bangunan

sekurang-kurangnya terdiri dari syarat teknis
bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan
dan kajian lingkungan.
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Dalam rangka nreningkatkan kesadaran

masyarakat dalam pendirian bangunan,
pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi,

pendidikan dan pelatihan ditakukan oleh instansi
yang ber"wenang.

Setiap orang wajib mentaati dan melaksanakan

ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1)

sesuai Cengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Pasal 44

Pendidikan rtan pelatihan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) huruf j, ditujukan untuk
meningkatkan kesadaran, kepedulian,
kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi bencana.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan melalui :

a. pendidikan formal dan nonformal yang

diintegrasikan dalan: I<urikulum; dan

b. pendidikan informal.

Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait
dengan penanggulangan bencana dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
penanggulangan bencana sesuai dengan mandat
dan kewenangannya, berdasarkan ketencuan

Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana
dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana

(4)

(1)

t2t

(3)

(1)
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b

meliputi:

a. kesiapsiagaan;

b. mrtigasi bencana; dan

c. peringatan dini.

(21 Dalam rangka menjamin terselenggaranya

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pernerintah Daerah menyediakan sarana dan

prasarana pendukung.

(3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana

sebagarmana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah

Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat,

organisasi kemasyarakatan maupun sumber-

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

(1) Kesiapsiagaan

sebagaimana Cimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)

huruf a, dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk

memastikan terlaksanarrya tindakan yang cepat

dan tepat pada saat terjadi bencana.

{21 Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana

dirnaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh

instansi/lembaga yang berwenang, baik secara

teknis maupun administratif, yang

dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang

membidangi Penanggulangan Bencana.

(3) Kegiatan Kesiapsiagaan dilaksanakan dalam

bentuk:
a. penyusunan dan simulasi rencana

perranggulangan kedaruratan bencana;

Pasal 46

penanggulangan

b. pengorganisasian, pemasangan,

pengujian sistem peringatan dini;

bencana

dan
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c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan

pemenuhan kebutuhan dasar;

d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan
glacii tentang mekanisme tanggap darurat;

e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;

f. pen)rusunan data dan informasi yang akurat
serta pemutakhiran prosedur tetap Tanggap

darurat bencana; dan

g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang,

dan per"alatan untuk pemenuhan pemulihan
prasarana dan sarana.

{41 Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) merupakan tanggung jawab

Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama*

sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal +7

(1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3)

huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan
penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.

(21 Rencana penanggulangan kedaruratan bencana

dilerrgkapi dengan pen5rusunan rencana
kontinjensi.

Pasal 48

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf b, dilakukan . untuk
rnengura.ngi risiko dan danrpak yang diakibatkan
oleh bencana terhadap masyarakat yang berada
pada kawasan rawan bencana.

Kegiatan Mitigasi bencana sebagaimana drmaksr:d
pacla ayat (1) dilakulan melalui:

(1)

t2)
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a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang
yang berdasarkan pada analisis Risiko bencana

sebagaimarra dimaksud dalam Pasal 46;

b. pengaturan pembangunan, pembangunan

infrastruktur, dan tata bangunan; dan

c. penyelenggaraan penciiCikan, pelatihan, dan

penyuluhan,

Pengaturan per.rbangunan, pembangunan

infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21huruf b, wajib menerapkan

aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan
oleh instansi/ lembaga berwenang.

Ketentuarr sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) bertujuan untuk melindungi nilai-nilai
arsitektur kedaerahan atau lokal.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan
standar yang ditetapkan oleh instansi terkait.

Pasal 49

Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk
mengambil tindakan cepat dan tepat dalam
rangka mengurrangi risiko terkena bencana

serta mempersiapkan tirrdakan tanggap darurat.
Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengamati gejala bencana;

b. menganalisis data hasil pengamatan;

c. mengambil keputusan berdasarkan hasil
analisa;

menyebarluaskan hasil keputusan; dan

mengambil tlndakan oleh masyarakat.

(3)

(4)

(s)

(1)

t.2l

d.

e.
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(3) Pengamatan gejata bencana sebagaimana.

dimaksud pada ayat (21 huruf a, dilakukan oleh
instansi/lembaga )'ang berwenang sesuai dengan
jenis ancaman bencananya, dan masyarakat

untuk memperoleh data mengenai gejala bencana

yang kemungkinan akan terjadi, dengan

meniperhatikan kearifan lokal.

i4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil
analisis kepada Perangkat Daerah yang

membidangi Penanggulangan Bencana, se suai

dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai

clasar dalam mengambil keputusan dan
menentukan tinciakan peringatan dini.

(5) Dalam hal peringatan diiri ditentukan, seketika itu
pula keputusan sebagaimana dimaksud pada avat
(a) wajib disebarluaskan oleh pemerintah Daerah,

Lembaga Penyiaran Swasta, media massa, dan

Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada

masyarakat baik melah-ri media cetak atau media

elektronik maupun dengan menggunakan media
yang dimiliki masyarakat setempat.

t6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dipcrlakukan sama dengan

mekanisme pengerahan sumber daya pada saat
tanggap darurat.

(7) Bidang Penanggulangan Bencana atau Badan
Penanggulangan Bencana Daerah atau lernbaga
yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang
diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan
melindungi masyarakat.
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Bagian l(eenam

Tanggap Danrrat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 50

Pada saat tanggap darurat ditetapkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berada

di bawah perrgendalian Kepala Perangkat Daerah

yang membidangi Penanggulangan Bencana.

Dalam keadaan tertentuan, Bupati dapat

mengambil alih kornando atau menunjuk seorang

pejabat sebagai komando penanganan darurat
bencana sesuai dengan sifat, status dan kategori

bencana.

Pasal 51

(1) Komando penanganan darurat bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal SO

mengendalikan kegiatan operasional

penanggulangan bencana dan

pertanggungjawaban kepada Bupati.

Komando penanganan darurat bencana

melakukan pengendalian kegiatan operasional
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh
sumber daya yang ada.

Komando penanganan darurat bencana

sebagaimana dimaksuC pada ayat (1) berwenang

mengaktifkan dan meningkatkan Puisat

(21

(3)

Pengendalian Operas,i menjadi Pos Komando.
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Pasal 52

Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana pada saat
Tanggap darurat bencana meliputi:
a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi,

kerusakan dan sumber daya;

b. penentuan status keadaan darurat;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena

bencana;

d. pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap

darurat bencana.

Paragraf 2

Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 53
(1) Pengkajian secara cepat dan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52

dilakukan untuk mengidentifikasi:

a. cakupan lokasi bencana;

b. jumlah korban;

c. kerusakan dan kenrgian akibat bencana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum

serta pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun

buatan.

Pengkqiia"n secara cepat dan tepat sebagain:ana
dimaksud pacla ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_

undangan.

tepat

huruf a,

(2)
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Paragraf 3

Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 54

Penentuan status keadaan darurat bencana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 huruf
b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengan tingkaran bencana.

Dalam. hal Bupati menjadr bagian dari Koi.ban dan
tidak dapat menetapkan status keadaan darurat
sebagaimana dimaksud dalam pasal g4 ayat (1)

penentuan status bencarra ditetapkan oleh Wakil
Bupati.

Paragraf 4

Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 55

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena
Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
huruf c, dilat<.ukan dengan kegiatan :

a. penca-rian dan penyelamatan;

b. pertolongan darurat;
c. eva.kuasi; dan

d. penempatan pada lokasi yang aman.
Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan
dengan memperhatikan hak-hak .dasar
sebagaimana dalam pasal T ayat (21 dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_

undangan.

Pencarian, p€rtolongan dan penyelamatan
masyarakat terkena Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
dilaksanakan oleh tim reaksi cepat di bawah

(1)

(2t

(1)

(2t

(3)
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(4)

komando penanganan darurat bencana, sesuai

dengan lokasi dan tingkatan bencananya.

Ketentuarr lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat

ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat

Daerah yang membidangi penanggulangan

Bencana.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 56

(1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 huruf d, meliput:
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
h. pangan;

c. sandang;

d. pelayanan kesehatan;

e. pelayanan ibadah menurut agaLla dlrn
kepercayaan;

f. pelayanan psikososial; dan

g. tempat hunian sementara.

tzl Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (t) Korban bencana da.lam

status Pengungsi di tempat hunian sementara
mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
a. peralatan memasak dan makan;
b. bahan bakar dan penerangan; dan
c. alat-alat lainnya.

(3) Penrenuhan kebutuhan dasar sebagaimarra
dimaksud paCa ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh
pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha,
Lembaga Internasional dan/atau lembaga asing
nonperner.intah sesuai dengan standar minimum
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang_

undangan.
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(1)

Paragraf 6

Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 57

Perlindungar^ terhadap kelompok rentan
sebagainrana dimaksud dalam pasal 52 huruf e,

dilakukan dengan memberikan prioritas kepada

Korban bencana yang mengalami luka parah dan
kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi,
pengamanan, pelayanan kesehatan, dan
psikososiaJ.

Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh
Kepala Perangkat Daerah yang membidangi
Penanggulangan Bencana dengan pola
pendampingan / fasilitasi.

Paragraf 7

Pemuiihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 58

(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 52
huruf f , bertujuan untuk mengembalikan
fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap
berlangsung.

{21 Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana
vital sebagaimana dirnaksud pada ayat (f )

dilakukan oleh instansi terkait yang
dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang
membidangi Penanggulangan Bencana.

(2)



Paragraf B

Penyelenggaraan Fase Akhir
1'ahap Tanggap Darurat Bencana

Pasai 59

Dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana ditetapkan fase akhir tahap
Tanggap danrrat Bencana sebagaimana dimaksud
.lalam Pasal 52 hurui g.

Pasal 6O

Pen5rs[snggaraan fase akhrr tahap Tanggap darurat
berrcana sebagaimana dimaksud dalam pasal Sg

berisi kegiatan antara lain:

a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah
beneana;

b. pemulilnn awal sosial psikologis;

c. pelayanan kesehatan;

d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
e. pemufihan keamanan dan ketertiban; dan
f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 61

Penetapan jangka waktu fase akhir tahap tanggap
,Jarurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap
Pascabencana.

Paragraf 9

Kemudahan Akses Penyelengaarcran penanggulangan

Bencana

Pasai 62

status keadaan

Perangkat Daerah

(1) Pada saat

ditetapkan,
darurat bencana

yang membidangi



Penanggulangan bencana mempunyai Kemudahan
akses antara lain :

pengerahan sumber daya manusia;

pengerahan peralatan;

pengerahan logistik;

imigrasi, cukai, dan karantina;

pengadaan barangljasa;

pengelolaan dan pertanggungjawaban uang
dan/atau barang;

h. penyelamatan dan evakuasi; dan

i. kom.ando untuk memerintahkan instansi.

l2l Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pascabencana

Pasal 63

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap
Pascabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
huruf c terdiri dai'i:

a. rehabilitasi; dan

b. rekonstruksi.

Paragraf I
Rehabilitasi

Pasal 64

Rehabilitasi sebagaimana dimallsud dalam pasal

63 huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
a, perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan sarana dan prasarana umum;

a.

b.

g.

(1)
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(21

c. pemberian bantuan perbaikan rumah
masyarakat;

d. pemulihan sosial psikologis;

e. pelayztnan kesehatan;

f. pelayanan pendidikan;

g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan

wisata;

h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
j. pemullhan keamanan dan ketertiban;
k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
1. pemulihan tirngsi pelayanan publik.
Untuk mempercepat pemulihan kehidupan
masyarakat di wilayah bencana, pemerintah

Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan
Rehabilitasi sebagaimarra dimaksud pada ayat (1).

Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (21didasarkan pada penilaian kerusakan
dan kerugian akibat bencana.

Pasal 65

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 64 ditujukan untuk mengembalikan
semangat, kemandirian dan harapan hidup
masyarakat.

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memperhatikan kearifan 1okal.

Kegiatan Rehabilitasi sebagaimara dirrtaksud
pada ayat- (1) dilalisanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3)

(1)

(2t

(3)
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Paragraf 2

Rekonstruksi

Pasal 66

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud datam pasal 63

hu:uf b dilaksanakan rnelalui kegiatan:

a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. pembangkitan kembaii kehidupan sosia budaya
masyarallat;

C. penerapan rancang bangun yang tepat dan

penggunaan peralatan yang lebih t,aik dan tahan
bencana sesuai dengan standar teknis yang

berlaku;

e. peran serta lembaga dan organisasi

kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
peningkatan kondisi pela5,anan pendidikarr;

peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;

peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 67

Pelaksanaan Rekonstruksi untuk membangun
kembali ke keadaaa yang lebih baik dari
sebelum bencana terjadi.

Setiap kegiatan Rekonstruksi ditujukan untuk
mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi
dan kemandirian melalui melibatkan. dan
memperdayakan rnasyakat setempat.

r.

oD.

h.

i.

(1)

(2\
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BAB VI

PENGGUNAAN ANGGARAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAN PF]NGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bencana

Pasal 68

Anggaran penangulangan bencana disediakan
untuk tahap Prabencana, saat Tanggap darurat
bencana, dan Pascabencana.

Dalam anggaran penanggulangan bencana yang

bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
a. anggaran kontinjensi bencana;

b. anggaran siap pakai;

c. anggaran bantuan sosial berpola hibah; dan
d. anggaran atas sumbangan masyarakat.

Pasal 69

Anggaran kontinjensi bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (21 huruf a

digunakan untuk kegiatan Kesiapsiagaan pada

tahap Prabencana.

Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah
untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan,
pengawasan, Pencegahan bencana, Mitigasi dan
kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 7O

Anggaran siap pakai yang digunakan pada saat
tanggap darurat penanggulangan bencana

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
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dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing
Perangkat Daerah yang terkait.

{21 Perangkat Daerah yang membidangi
Penanggulangan Bencana sesuai dengan

kewenangannya mengarahkan penggunaan

anggaran penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 71

.Anggaran siap pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (1) digunakan sesuai ciengan

kebutuhan Tanggap darurat bencana.

Penggunaan anggaran siap pakai terbatas pada

pengadaan barang dan/atau jasa untuk :

a. pencarian dan penyelamatan Korban;

b. pertolongan darrrrat;

c. evakuasi Korban;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
e. pangan;

f. sandang;

g. pelayanan kesehatan; dan

h. penampungan serat tempat hunian
sementara..

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman
penggunaan anggaran siap pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (21 diatur dalam peraturan

Bupati.

Pasal 72

Penggunaan Arrggaran penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud d.alam
Pasal 7L ayat (li huruf a rneliputi:
a. peLaksanaan pengkajian secara cepat dan tepeit

terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;

(2)
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kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat

terkena bencana;

pemberian bautuan pemenuhan kebutuhan dasar
Korban;

pelaksanaan pertindungan terhadap kelompok

rentan; dan

kegiatan pemulihan darurat prasarana dan
sarana.

Pasal 73

Penggunaan Anggaran bantuan sosial berpola hibah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (2) huruf c
digunakan untuk kegiatan Pascabencana,

Pasal 74

(1) Alokasi anggaran pada situasi pascabencana

dengan anggarurn bantuan sosial berpola hibah
digunakan untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
masyarakat.

(21 Alokasi anggaran pada situasi pascabencana

dengan anggaran belanja langsung pemerintah dan
Pemerintah l)aerah untuk Rehabilitasi dan
Rekonstnrksi fasilitas urnum.

Pasal 75

Pemerintah Daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyediaan anggara.n yang
bersumber atas sumbangan masyarakat
sebagaimana dimaksucl dalam pasal 6g ayat (2)

huruf d.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah

Daerah dapat:

b.

d.

C.

(1)

(21
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a. memfasilitasi masyarakat

memberikan sumbangan

penanggulangan bencana;

memfasilitasi masyarakat

melakukan pengumpulan

penanggulangan bencana; dan

c. meningkatkan kepedulian

unt.rk berpartisipasi dalam

anggaran.

Pasal 76

Setiap pengutnpulan anggaran penanggulangan

bencana ]arrg dilakukan selain oleh pemerintah

Daerah diiaporkair kepada Perangkat Daerah yang
meml^ridangi Penanggulangan Bencana.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(li dilakukan dalam rangka monitoring jumlafr,
jenis, dan peruntrrkkan bantuan.

Pasal TT

Anggaran penanggulangan bencana dilaksanakan
oleh Pemerirrtah Daerah dan/atau perangkat

Daerah yang membidangi penanggulangan

Bencana sesrrai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Anggaran Penanggulangan bencana digunakan
sesuai dengan Penyelenggaraan penanggulangan

Bencana yang meliputi tahap prabencana; saat
tanggap d.arurat, dan/atau pascabencana.

Bagian Kedua

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

yang akan

anggaran

yang akan

anggaran

masyarakat

penyediaan

(1)

(21

i1)

(21
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Pasal 78

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan

dan memberikan bantuan bencana kepada

Korban.

Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri ciari:

a. bantuan duka cita;

b. bantrran kecacatan; dan

c. bantuan untuk korban tidak langsung.

Pasa.l 79

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat
bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan
kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

Pasal 80

Setiap bantuan bencana d.isesuaikan dengan
kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi
Korban.

Bantuan bencana kepada masyarakat korban
harus didistrlbusikan secara berkeadilan dan tepat
waktu.

Setiap pendistribusian bantuan harus
mernperhatikan:

a. kelayakan bantuan; dan

b. kebutuhan khusus korban.

Untuk menjamin kelayakan bantuan sebag4imana
dimaksud pada ayat (g) huruf a, perangkat

Daerah yang membidangi penanggulangan

Bencana atau lembaga penyalur bantuan
melakukan pemer:iksaan kelayakan bantuan.

(1)

(21

{1)

(2)

(3)

(41
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Paragraf 2

Bantuan Duka Cita

Pasa] 81

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 78 ayat (21 huruf a, diberikan kepada

seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung
terjadinya bencana.

Kriteria tentang meninggalnya seseorang

tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan
dari petugas pelaksana Penanggulangan Bencana

atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 82

Bantuan duka cita diberikan kepada Korban
meningqal dalarn bentuk:

a. biaya pemakaman; dan/atau
b. uang duka

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan,

identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga
yang berwenang yang dikoordinasikan oleh

Perangkat Daerah yang membidangi
Penanggulangan Bencana.

Pasal 83

Bantuan duka cita sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayaL (1), diberikan kepada ahli.waris
korban.

Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli
waris Korban yang sudah dewasa dan diketahui
oleh pihak yang berwenang.

Dalanr hal ahli waris Korban dimaksud ternyata
berrrsia di bawah l8 tahun, maka bantuan

(1)

(2)

(1)

(21

{1)

(21

(3)
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(1)

(21
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diserahkan kepada wali atau orang tua atau
keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan

sosial yang menggantikan peran orang
tua/pengasuh.

Paragraf 3

Bantuan Kecacatan

Pasal 84

Bantuan Kecacatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b, diberikan kepada

Korban yang mengalami kecacatan.

Bantuan kecacatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1|, diberikan setelah dilakukan pendataan,

identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga
yang berwenang yang dikoordinasikan oleh
Perangkat Daerah yang

Penanggulangan Bencana.

membidangi

Paragraf 4

Bantuan Untuk Korban'Iidak Langsung

Pasal 8.5

Pemerintah dapat memberikan bantuan rrntuk
Korbar.t Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, berupa:

a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar;

dan

b. bantuan biaya hidup yang wajar.

Bantuan untuk Korban Tidak Langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan
setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan
verilikasi oleh instansi/lembaga yang benvenang
yang dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang
membidangi Penanggulangan Bencana.

(1)

(21
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BAB VII

PENGAWASAN DAN LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan

terhadap seluruh tahapan penanggulangan

bencana.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. sumber ancaman atau bahaya bencana;

b. kebijakan pembangunan yang berpotensi

menrmbulkan bencana;

c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi

menirirbulkan bencana;

d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi,

serta kemampuan rekayasa dan kegiatan

rancang bangun;

e. kegiatan reklamasi;

f. bantuan keuangan bencana; dan

g. pengelolaan obat-obatan, makanan dan

minuman pada saat terjadinya bencana.

{3) Dalanr melaksanakan pengawasan terhadap
laporan upaya pengumpulan sumbangan,
PemerLrtah dan pemerintah daerah dapat meminta
laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan

ngflr rlilehqknn flqf,it.
({} Eerdasflrgan }aporan sebagaimana dimaksud

ayat (1) Pemerintah dan masyarakat

pada

dapat
meminta agar dilakukan audit.

(5) Apabila hasil audit sebagaimana

ayat (21 oitemukan adanya

dimaksud pada

penyimpangan



penggunaan terhadap hasil sumbangan,
penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenai
sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Laporan Pertan ggungiawaban

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

(1) Perangkat Daerah yang membiclangi

Penanggulangan Bencana menyusun laporan
Pcnyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

(21 Laporan Penyelen€{garaan penanggulangan

Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),

selanjutn5ra diatur dalam Peraturan Bupati

BAts VIII

PEI{YELESAIAN SENGKETA DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu

Penyelesaian Sengketa

Pasal 88

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana atau
penanggulangan dampak bencana cliselesaikan dengan
asas musyawarah mufakat.

Pasal 89

Daiam hal sengketa terjadi antar korban benca4a,
Perangkat Daerah yang terkait dapat menyelesaikan
n:elalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan,
kqmanfaatan dan kepastian hukum.



(1)

(21

Bagian Kedua

Pengaduan

Pasal 9O

Masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, Badan Usaha, dan
Pemerintah Daerah dapat mengajukan pengaduan

terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan
yang reenyebabkan kerugian untuk kepentingan
keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terbatas pada pengaduan untuk melakukan
tindakan tertentu yang berkaitan dengan
keberlanjutan fungsi penatlggulangan bencana.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 91

(1) Pembiayaan dalam kegiatan pencegahan,

Kesiapsiagaan, Kedaruratan, Logistik,
Rehabilitasi dan Rekontruksi dibebankan pada :

b. APBN;

c. APBD; dan

d. Sumber lain yang tidak mengikat.

{2) Pembia5raan dan penggunaan anggaran
penanggulangan bencana ditujukan . untuk
mendukung upaya penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana secara berdaya guna,
berhasil guna, dan dapat
d ipertan ggungi awabkan.
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BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasa] 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanssal 19 DesLMqgr 2ogpada tanggal 19 Dese.r'lflf'

##\AruNA {

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 19 Deteu}er %)0

, SEKRETARIS DAERAH I/
k *orur*EN NATUNA I

MID RIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN LOIq NOMOR 14

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU : tt,9O/20t9


